BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PADA UNIT

Menimbang

Mengingat

PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat
(1) dan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang
menerapkan Badan Layanan Umum Daerah menyusun
Rencana Bisnis dan Anggaran yang mengacu pada Rencana
Strategis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan
Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Pada Unit
Pelaksana Teknis Puskesmas.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);




Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturapn Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 6387);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran 'Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322};

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6952);

10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016

11.

tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2142)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016
tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 400);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang

Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);




14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020
tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022
Nomor 9);

16.Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Badan
Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2020 Nomor 7);

17 .Peraturan Bupati Pamekasan Nomeor 5 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Kesechatan Kabupaten Pamekasan (Berita
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 5}).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN,

PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS
DAN ANGGARAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

N sl

10.

Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan,
Bupati adalah Bupati Pamekasan.

Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.

Dinas adalah Dinas Keschatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang kesehatan di Kabupaten Pamekasan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesechatan Kabupaten Pamekasan.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem
yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas
adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif di dalam lingkungan Pemerintah
Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Kepala Puskesmas adalah Pimpinan Puskesmas dan merupakan penanggung
jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan
kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan
bangunan, prasarana, dan peralatan.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan
menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dalam melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pejabat Pengelola UPT Puskesmas adalah Pejabat yang bertanggung jawab
terhadap kinerja operasional UPT Puskesmas yang terdiri atas Pemimpin,
penjabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan
momenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan UPT
Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran
bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas
dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh UPT Puskesmas.

Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar
untuk memperoleh barang dan jasa untuk keperluan operasional UPT
Puskesmas.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoieh manfaat ekonomis yang
dapat meningkatkan kemampuan UPT Puskesmas dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat.

Rekening Kas UPT Puskesmas adalah rekening tempat penyimpanan uang UPT
Puskesmas yang dibuka oleh pimpinan BLUD pada bank umum untuk
menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran
UPT Puskesmas.

Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah
dokumen rencana anggaran tahunan UPT Puskesmas yang disusun dan
disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif yang selanjutnya disingkat RBA Definitif
adalah dokumen RBA yang telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah
tentang APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD
adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD
adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, dan belanja sebagai
pelaksanaan anggaran oleh UPT Puskesmas.

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen
perencanaan UPT Puskesmas untuk periode 5 (lima) tahunan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Rencana Kerja dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RKA-BLUD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan UPT Puskesmas.




27.

(1)

{2)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim
yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah
yang mempunyai tugas untuk menyiapkan serta melaksanakan kebijakan
Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB 11
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terhadap
pelaksanaan penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA pada
UPT Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai dasar hukum atau pedoman dalam
penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA pada UPT
Puskesmas.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.
b.
c.
d.

penyusunan RBA;
pengajuan RBA;
penetapan RBA;
perubahan RBA.

BAB III
PENYUSUNAN RBA
Bagian Kesatu
Pasal 4

UPT Puskesmas menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Renstra.

(1)

(2)

(3)

(4

Pasal 5

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun berdasarkan:

a. anggaran berbasis kinerja;

b. standar harga satuan; dan

c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan
diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil
kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.

Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output

dengan penggunaan sumber daya secara efisien.

Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf b,
merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah.
Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja
operasional dan belanja modal.




(1)

(2)
(3)

)
(6)

(1)

(2)

(3}

(4)

(5)

(1)
(2)

(3)

Pasal 6

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:

a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;

c. perkiraan harga;

d. besaran persentase ambang batas; dan

e. perkiraan maju atau forward estimate.

RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel
dengan suatu persentase ambang batas tertentu.

Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku
untuk belanja yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah, hasil
kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah.
Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan
berdasarkan peningkatan nilai pendapatan yang diperoleh pada tahun
berjalan, dibandingkan dengan pendapatan 2 (dua) tahun sebelumnya.

RBA sebagaimana dimaksud pada ayat {2} disertai dengan Standar Pelayanan
Minimal.

Teknis Penyusunan RBA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan
pembiayaan.

Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat {1) huruf b, merupakan rencana anggaran
untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang
tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c,
merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah
memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan
seperti tercermin dari tarif layanan.

Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber
dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan
mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional UPT Puskesmas.
Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e,
merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya
dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program
dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran
tahun berikutnya.

BAB IV
PENGAJUAN RBA
Pasal 8

Pengajuan RBA secbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.

RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
APBD.

Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.




{1)
(2)

(1)

(2)

Pasal 9

PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat {2} kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan
sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk UPT Puskesmas.

BAB V
PENETAPAN RBA
Pasal 10

TAPD menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan
penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) kepada PPKD
untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang
selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti
tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD

Pasal 11

Ketentuan Format RBA meliputi :
a. format RBA pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b. format RKA pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

C.

format DPA pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan

d. format laporan pendapatan, belanja dan laporan pembiayaan
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)

{3)

(4)
()

(6)

(7)

BAB VI
PERUBAHAN RBA
Pasal 12

Perubahan RBA dapat dilakukan melalui:

a. pergeseran anggaran belanja;

b. penggunaan ambang batas;

¢. penggunaan silpa tahun sebelumnya, dan

d. penyesuaian silpa tahun sebelumnya.

Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a
dapat dilakukan sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja
pada DPA melalui persetujuan Kepala Dinas untuk selanjutnya disampaikan
kepada PPKD. .

Pergeseran anggaran belanja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf

-a untuk antar jenis belanja pada DPA yang bersifat darurat dan mendesak

dapat dilakukan atas persetujuan Bupati.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dapat dilakukan
sesuai dengan kebutuhan anggaran.

Penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b
Ambang batas belanja didapat dari perhitungan pendapatan sebelumnya dan
realisasi pendapatan dan harus mempertimbangkan fluktuasi kegiatan
operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran BLUD tahun
sebelumnya, realisasi/ prognosa tahun anggaran berjalan, dan target
anggaran BLUD tahun yang akan datang.

Penggunaan silpa dan penyesuaian silpa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pembina
Teknis dan Pembina Keuangan.




(8) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar
pelaksanaan kegiatan.

(9) Perubahan RBA dapat dilakukan 4 (empat) kali dalam satu tahun dengan
persetujuan Kepala Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI PAMEKASAN,

Diundangkan di Pamekasan
Pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN|PAMEKASAN,

MASRUKIN

)

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2025 NOMOR 29




LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN  PENYUSUNAN,
PENGAJUAN, PENETAPAN DAN

PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN
ANGGARAN PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSKESMAS.

Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah adalah
dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program,
kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu Satker BLUD.

PENYUSUNAN RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA)

Sistematika Penyusunan rencana Bisnis dan Anggaran badan Layanan
Umum di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan:
Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Ringkasan Eksekutif
Lembar Pengesahan
BAB I Pendahuluan
BAB II Kinerja BLUD Tahun ......
BAB III Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD
BAB IV Penutup
Lampiran-lampiran
Uraian singkat setiap BAB:
1. BAB I PENDAHULUAN
Pendahuluan memuat mengenai gambaran umum, visi dan misi BLUD,
serta susunan pejabat pengelola dan dewan pengawas BLUD.
A. Umum

1. Keterangan ringkas mengenai landasan hukum, keberadaan,
sejarah berdirinya dan perkembangan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) sampai saat ini serta perananiya bagi
masyarakat. Landasan hukum yang dimaksud adalah
keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang
mendasari operasional BLUD.

B. Visi dan Misi BLUD

1. Visi adalah keterangan mengenai gambaran tentang kondisi
BLUD dimasa yang akan datang.

2. Misi adalah keterangan mengenai upaya yang akan dilakukan
BLUD dalam mencapai Visi atau tujuan jangka panjang BLUD.
Keterangan tersebut mencakup uraian tentang produk/jasa
yang akan diberikan, sasaran pasar yang dituju, dan
kesanggupan untuk meningkatkan mutu layanan.

3. Nilai-nilai (Values) yang dianut oleh BLUD adalah budaya kerja
yang diterapkan BLUD dalam melaksanakan tugas schari-hari
dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

C. Susunan Pejabat Pengelola BLUD

1. Susunan Pejabat Pengelola BLUD berdasarkan keputusan
pejabat yang berwenang;

2. Uraian pembagian tugas diantara masing-masing Pengelola
BLUD




BAB 11 KINERJA BLUD o
Kinerja BLUD mengenai gambaran kondisi BLUD, proses penilaian

kinerja BLUD, pencapaian kinerja dan targer kinerja BLUD, infomasi

lainnya yang perlu disampaikan, ambang batas belanja BLUD, prakiraan

maju pendapatan dan prakiraan maju belanja.

A. Kinerja Non Keuangan BLUD
Kinerja Non Keuaangan BLUD adalah suatu proses yang obyektif
dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan
menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan
efisien pelayanan BLUD disediakan, serta sasaran yang dicapai
sebagai penilaian hasil kerja/prestasi Puskesmas. Penilaian ini
difokuskan pada kegiatan- kegiatan luar gedung dan juga kinerja
pelayanan Klinis. Bentuk tabel penyajian Kinerja Non Keuangan

BLUD :
Capaian
No| Jenis Pelayanan indikator SPM/PERMENKES|  RENSTRA
"y TAHUN N-2 | TAHUN N-t B Sk
A. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) ESENSIAL
1 96 %
2 % .96
1 |Pelayanan x X X X X 3 % o v v
96%
1 Pl
2 .
2 |Pelayanan x X X X 3 o v
4 % T

B. Kinerja Keuangan BLUD
Kinerja Keuangan BLUD adalah gambaran tentang keberhasilan
BLUD berupa hasil yang telah dicapai berkat berbagai aktivitas yang
telah dilakukan . Kinerja keuangan merupakan suatu analisis
untuk menilai sejauh mana suatu BLUD telah melaksanakan
aktivitas sesuai aturan-aturan pelaksanaan keuangan. Berikut
tabel-tabel penyajian Kinerja Keuangan BLUD:
1.Tabel Pendapatan, Realisasi Belanja dan Pembiayaan “Sesuai E-
BLUD”

PENDAFPATAN
Pendapatan Retribusi 2.999 9.999 9.999 2o
Pendapatan
KapitasiJaminan
Kesehatan 9.999 9.999 9.999 e
Nasional (JKN)
Pendapatan klaim non
Kapitasi KN 9.999 2.999 9.999 et
Pendapatan
OperasioanlAPBD

9.999 9.999 29999 %o
Pendapatan BOK 9.999 9.999 9.999 %o
Pendapatan lain yang sah 9.999 9.999 9.999 26

Jumiah Pendapatan 9.999 2.999 9999 Vo

BELANJA
BELAN]A
OPERASIONAL

9.999 9.999 9.999 o
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Belanja Pegawai 9.999 9.999 9.999 S
Belanja Barang dan Jasa 9.999 2.999 9.999 Lo
Jumilah Belanja 9.999 9,999 29.999 o
Operasional
BELAN]JA MODAL 2.999 9.999 9.999 Yo
Tanah 9.999 2,999 9.999 Yo
Belanja Peralatan dan o.999 s.099 o.999 %
Mesin
Belanja Bangunan dan
Gedung 29.999 9.999 9.999 Yo
Belanja Aset Tetap 9.999 9,999 9.999 ]
Lainnya
Jumlah Belanja Modal 9.999 9.999 2.999 %%
TRANSFER 9.999 2.999 9.999 o
Setoran Ke Kas Daerah 2.999 9.999 92999 %%
Jumlah Transfer 9.999 2.999 9.999 )
jumlah Belanja 9,999 9.999 9.999 Yo
SURPLUS/ (DEFISIT) 2,999 9,999 2.999 Y
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 9.999 9.999 9.999 %
Silpa Kapitasi JKN
b 9.999 9.999 9.999 %
Jumlah Penerimaan 9999 9.999 9.999 %
Pengeluaran Pembiayaan 9.999 9.999 9.999 %
Jumlah Pengeluaran 9.999 9.999 9.999 %
PEMBIAYAAN NETTO 9.999 9.999 9.999 %
SISA LEBIH
PEMBIYAAN 9.999 9.999 9.999 %
ANGGARAN (SILPA)

Petunjuk Pengisian Tabel .

Kolom (1) Diisi uraian dari Pendapatan, belanja dan
pembiayaan BLUD
Kolom (2) Diisi jumlah anggaran pendapatan,belanja dan
pembiayaan pada tahun N

Kolom (3) Diisi jumlah

2

realisasi

pendapatan, belanja
dan pembiayaan pada tahun N
Kolom (4) Diisi jumlah selisih antara kolom 3 dan kolom

Kolom (5) Diisi prosentase (%) hasil perbandingan kolom 3 dan

kolom 2

11




Laporan Keuangan dan Prognosa
Laporan keuangan dan prognosa adalah perkiraan atas peristiwa
yang akan terjadi yang berhubungan dengan akun yang berkaitan
dengan pelaporan keuangan. Berikut adalah tabel-tabel penyajian
Japoran keuangan dan proknosa :
1. Neraca:

Neraca BLUD terdiri dari :

a) Kas dan bank

b) Investasijangka pendek

c) Piutang

d) Persedian obat dan alkes

e) Belanja dibayar dimuka

f)  Aset tetapAset lainnya

g) Kewajiban jangka pendek

h) Ekuitas

Poin a-i dibuat dalam masing-masing tabel neraca sebagai
berikut:

IS

Petunjuk Pengisian tabel neraca

Kolom Tahun N  Diisi  jumlah saldo kas, investasi
jangkapendek, piutang, persedian obat dan
alkes, belanja dibayar dimuka, aset tetap, aset
lainnya, kewajiban jangka pendek dan ekuitas di
Bank...... di akhir tahun N

Kolom Tahun N-1 Diisi  jumlah saldo kas, investasi

jangkapendek, piutang, persedian obat dan alkes,
belanja dibayar dimuka, aset tetap, aset lainnya,
kewajiban jangka pendek dan ekuitas di Bank......
di akhir tahun N

2. Laporan Realisasi anggaran

Laporan realisasi anggaran terdiri dari :

a) Pendapatan asli daerah

b) Pendapatan transfer

c) Belanja Operasional

d) Belanja Modal

e) Belanja transfer

f)  Penerimaan pembiayaan

g) Sisa silpa pembiayaan anggaran

Poin a-g dibuat dalam masing-masing tabel laporan realisasi

anggaran sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian tabel laporan realisasi anggaran :

Kolom Tahun N  Diisi jumlah saldo kas, Pendapatan asli
daerah, pendapatan transfer, belanja
Operasional, belanja Modal, belanja transfer,
penerimaan pembiayaan, sisa silva pembiayaan
anggaran di Bank...... di akhir tahun N
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Kolom Tahun N - 1 Diisi jumlah saldo kas, Pendapatan asli
daerah, pendapatan transfer, belanja
Operasional, belanja Modal, belanja transfer,
penerimaan pembiayaan, sisa silva pembiayaan
anggaran di Bank...... di akhir tahun N

Laporan Operasional
Laporan Operasioal terdiri dari :
a) Pendapatan asli daerah — LO
b) Pendapatan transfer

c) Beban operasional

d) Beban transfer

e) Surflus devisit RO

RD- ovnesommmmmmsnnssssesisee

Petunjuk Pengisian tabel laporan realisasi anggaran :

Kolom Tahun N  Diisi jumlah saldo kas, Pendapatan asli daerah
— LO, pendapatan transfer, beban operasional,
beban transfer dan surflus devisit RO di
Bank...... di akhir tahun N

Kolom Tahun N-1 Diisi jumlah saldo kas, Pendapatan aslidaerah
- LO, pendapatan transfer, beban operasional,
beban transfer dan surflus devisit RO di
Bank...... di akhir tahun N-1

Laporan Perubahan Ekuitas
Tabel Laporan perubahan ekuitas :

Ekuitas Awal 9.999 9.999

Surplus/ (Defisit) LO 9.999 9.999

Dampak Komulatif

Perubahan Kebijaksanaan 9.999 9:.999
Mendasar

- Koreksi Nilai Persediaan 9.999 9,999
- Selisih Revaluasi Aset '

Tetap 9.999 9.999
- Lain-lain 9.999| 9.999
Ekuitas Akhir 9.999| 9.999

Petunjuk Pengisian tabel perubahan ekuitas

Kolom 1 Diisi dengan uraian

Kolom 2 Diisi dengan jumlah dana pada tahun berjalan Kolom
3 Diisi dengan jumlah perkiraan dana pada tahun berikutnya.
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BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD
Rencana Bisnis dan anggaran BLUD adalah sebuah perencanaan atau
estimasi atas penerimaan dan pengeluaran pada periode yang akan
datang. RBA dijadikan sebagai perkiraan untuk mengelola seluruh
sumber daya.
1. Target Kinerja Non Keuangan BLUD
Target Kinerja Non Keuangan BLUD adalah target kinerja, mutu
pelayanan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu baik
pelayanan luar gedung, dalam gedung dan klinis. Berikut tabel
target kinerja Non Keuangan BLUD.

dst...

Petunjuk Pengisian tabel target kinerja Non keuangan :
Kolom 1 Diisi dengan Nomer urut layanan

Kolom 2 Diisi dengan Uraian jenis layanan yang tersedia Kolom 3 Diisi

dengan indikator yang akan dicapai
Kolom 4 Diisi dengan target capai dengan satuan tertentu

2. Rencana Anggaran BLUD
Berikut tabel-tabel rencana anggaran BLUD
a) Anggaran Pendapatan berdasarkan Sumber Pendapatan

e ere e S pepara T alan Perkiraan
1. |Retribusi Daerah 9.999 9.999
2. |Hibah 9.999 9.999
3. |Hasil Kerja Sama 9.999 9.999
4. |APBD 9.999 9.999
Pendapatan BLUD
5 (heng 3 9.999 9.999
Sah
JUMLAH 9.999 9.999
Petunjuk Pengisian tabel pendapatan berdasarkan Sumber
Pendapatan :

Kolom 1 Diisi nomer urut

Kolom 2 Diisi jenis pendapatan

Kolom 3 Diisi jumlah anggaran pada tahun berjalan
Kolom 4 Diisi perkiraan anggaran pada tahun berikutnya
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Anggaran Belanja “tabel dari E-BLUD”

Petunjuk Pengisian tabel an

pendapatan :
Kolom 1 Diisi nomer urut
Kolom 2 Diisi uraian komponen belanja
Kolom 3-7Diisi jumlah anggaran dari masing- masing sumber

pendapatan

: : ; Sama nBLUD
1 2= SR A 5 6 50
1 |BELANJA 9.999 9.999 9.99 9.999 9.99
9 9
Belanja Operasi 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999
1 |Belanja Pegawai 9999 | 9.999 9.999 9.999 9.999
A | 2 Belang 9999 | 9999 | 9999 9.999 9.999
Baran
g
danJasa
3 |Belanja Bunga 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999
jumlah Belanja Operasi 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999
Belanja Modal 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999
1 |Belanja Modal 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999
Tanah —
Belanja Modal

B. 2 |peralatandanMesin| 9999 9.999

3 |Belanja Modal 9.999 9.999

4 |Belanja Modal Aset 9.999 9.999

5 |Belanja Modal Aset 9.999 9.999

jumlah Belanja Modal 9.999 9.999

Anggaran Belanja berdasarkan Sumber Pendapatan

Anggara Perkiraan Maju
i o SR g alwan b S - | Anggaran
NO | Komponen G Es. oS | TahunN+1(Rp)
| Pembiayaan 9.999 9999
Penerimaan 9.999 9.999
1 Penggunaan SILPA 9.999 9.999
2 Divestasi 9.999 9,999
A 5 Penerimaan —
Utang/Pinjaman i g
jumiah Penerimaan
Pembiayaan 9,999 9.999
Pengeluaran 9.999 9.999
1 Investasi 9.999 9.999
Pembayaran
B 2
Utang/Pinjaman S i
Jjumlah Pengeluaran 9.9
Pembiavaan ‘e 9999
PEMBIAYAAN
15t s e e




b)

Petunjuk Pengisian tabel anggaran pembiayaan tahun

berjalan

Kolom 1 Diisi nomer urut

Kolom 2 Diisi uraian komponen pembiayaan
Kolom 3 Diisi jumlah anggaran

Kolom 4 Diisi sumber dana

Kolom 5 Diisi perkiraan tahun berikutnya

Ambang Batas Belanja pada tahun berjalan

Ambang batas belanja didapat dari perhitungan pendapatan

sebelumnya dan realisasi pendapatan.

1) RBA menganut Pola Anggaran Fleksibel (flexible budget) -
yaitu belanja BLUD dapat melampaui atau di bawah pagu
anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan.

2) Belanja BLUD yang melampaui pagu anggaran dapat
dilakukan dalam suatu angka persentase terhadap pagu
anggaran (ambang batas).

3) Dalam menghitung ambang batas belanja, BLUD harus
mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional,
antara lain trend naik/turun realisasi anggaran BLUD
tahun sebelumnya, realisasi/ prognosa tahun anggaran
berjalan, dan target anggaran BLUD tahun yang akan
datang.

Pengeluaran BLUD yang bersumber dari: jasa layanan; hibah
tidak terikat; hasil kerjasama dengan pihak lain; lain-lain
pendapatan BLUD yang sah, diberikan fleksibilitas dengan
mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Pengeluaran
BLUD ini merupakan belanja yang disesuaikan dengan
perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA/DBA dan
DPA yang telah ditetapkan secara definitif. Ambang batas
adalah besaran persentase realisasi belanja yang
diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA/DBA dan
DPA. Anggaran BLUD yang tercantum dalam RBA dan DPA
dapat bertambah atau berkurang dari yang direncanakan
sepanjang bertambah atau berkurangnya terkait dengan
pendapatan secara proporsional (flexible budget). Flexible
budget tersebut ditetapkan dengan besaran ambang batas,
dihitung memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional,
meliputi:

1) Dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas;

2) Kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD
selain dari pendapatan APBD tahun berjalan dengan
realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya;

3) Kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain
pendapatan APBD dengan prognosis tahun anggaran
berjalan;

4) Ditetapkan dalam RBA/DBA dan DPA (berupa catatan
informasi persentase ambang batas};

5) Merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai,
terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

6) Penggunaan ambang batas apabila target pendapatan (Non
APBD) diprediksi melebihi yang telah ditetapkan dalam
RBA/DBA dan DPA. '
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c) Tarif Layanan
Tarif pelayanan berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan
yang berlaku.

Tahun ANGGARAN REALISASI/ SELISIH
PROGNOSA

%

Rp.

1 2 3 4 5=(4- 6=(5/3X100)
3)
1 (20XX-2) 5.000 7.000  2.000 40
2 (20XX-1) 9.000 11.000  3.000 33,33
3 (20XX) 11.000 15.000  4.000 36,36
JUMLAH 109,69

Berdasarkan tabel diatas, terdapat besaran ambang batas RBA
tahun anggaran (20XX+1) = (109,69 : 3) = 36,56% dari rencana
biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah
tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD
yang sah, Tahun Anggaran (20XX+1). Untuk itu, apabila
rencana belanja bersumber dari pendapatan jasa layanan,
hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan
BLUD yang sah, Tahun Anggaran (20XX+1), misal diperkirakan
Rp.13.000.000.000,- maka besaran ambang batas 36,56% X
Rp13.000.000.000,- = Rp.4.752.800.000,-

Dengan demikian, apabila realisasi belanja BLUD masih
dibawah (Rp.13.000.000.000,- + Rp.4.752.800.000,-) =
Rp.17.752.800.000,- BLUD dapat melaksanakan belanja
dengan melaporkan kepada PPKD. Sedangkan apabila
pendapatan melebihi Rp.17.752.800.000,- BLUD dapat
melaksanakan belanja dari kelebihan pendapatan tersebut
setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati terlebih dahulu
dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati.

17




BAB IV PENUTUP _

Penutup memuat mengenai kesimpulan dan penjelasan hal-hal yang
perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan
BLUD. Kesimpulan berisikan tentang seluruh rangkaian pembahasan
dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan
hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah
ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba
memberikan saran-saran yang dipandang perlu.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran-lampiran berisi bagian terinci dari tabel-tabel pada setiap
BAB. Tabel Rincian :

Tabel 1. Anggaran Pendapatan

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
SADAN LAYANAN UMUM DAERAH xoxOm
KABUPATEN PAMEKASAN
REBA BLUD
Urusan Pemerirtah IO0OC
Organisasi H—
LINIT :
ANGGARAN PENDAPATAN
Tincian Pehitungan
No uralan Volume @n | Farga Satuan Jumiah
il 2 3 & 5 B=(oxD}
{Retribusi
a  Jasa P u e
- ool
2000
XM
peecd
dst
[b Dana Kapitast JxN
¢ Dana Non Kapitssi JXN
Hibah
J!-Iasﬂ Kertjasama dengan pihak lain
APBD
a BOK
b  Operasional
Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah
JUMLAH Rp
Pamakasan, Januar 30000
L= v L Y
NIP. 30000000
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Tabel 2. Anggaran Belanja

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAR KXXIX RBABLUD
YABUPATEN PAMEKASAN
{rusan Pemeriutah + Y000
Qrganisasi : KOO
UNIT + 0000
Program  : Programpenimiang
Kegiatan + Kepjatan Pelayanap dan Pendulung Pelzyanan
Inilator Tolok Ui Kisevja "Target Kizeria
sinput Anpgaran Belanja Rp
Output Tertaksananya pehymnhnpendx:hlngpdayammﬂmdemsmmtehhdimkm 100%
ANGGARAN BELANJA
Rincian Peliitungan
No Yraian Volume | Satuan Harga Satuan jumizh
(Rp)
2 3 4 5 6=(315)
1 |PELANJA XKEXXX
a X0
XXX
Dst
b Belanja XXXXX
hied
300X
XEXNX
Dst
2  |BELANJAXXXXX
a X0
XX
{h. X0
00X
Dst
dst |
JUMLAH
Pamekasan, Jancar XXX
Kepala XG0
000K
NP 0K
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Tabel 3. Anggaran Pembiayan

a Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

b Divestasi
¢ Penerimaan Utang/Pinjaman
jumlah

2 |PENGELUARAN PEMBIAYAAN
a Investasi

b Pembayaran Utang/Pinjaman

Jumlah

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXXXX RBABLUD

KABUPATEN PAMEKASAN
Urusan Pemerintah ¢ XKXXX
Organisasi : XXXXX
UNIT + XKXXX
Program  :_Program Peningkatan Layanan
Kegiatan :_Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Input Anggaran Pembiayaan Rp
Output Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD sesuai 100

dengan SPM yang telah ditetapkan %

ANGGARAN PEMBIAYAAN
No Uraian Jumlah
2 3
PENERIMAAN PEMBIAYAAN

JUMLAH

Pamekasan, Januari
XXXXKepala XXXXXXX

XXXXXX
NIPXXXXXX

BUPATI ,PAMEKASAN,
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TABEL 1. FORMAT

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN,
PENGAJUAN, PENETAPAN DAN
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN
ANGGARAN PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSKESMAS.

RBA PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENERIITAH PROVINSUKABIPATENADTA (1)

mmmmﬂm
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUM ANGGARAN ... (3)
o Uraian Sankah {Rp}
144 -5 3_{e
PEMDAPATAN
Jasa Laynan
& —
b~
| -
dst
Hibsh
| T
b—
| A
dst
Hasil Kerja Sama
[ .
b
| 1
dst
Aogzon Pendapatan Sclanja Dacrah
| .
PEMERINTAH PROVINSEABUPATENROTA (1)
¥
RESSCARA BISIIS DAN ANGGARAN
- ANGGARAN POIDAPATAN TAHIN ANGCARAN —— (3}

Lain-bin Pesdapatan Badan Layanen Umum Yaeg Sab

{rarna langiap)
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DEMERINTAH PROVINSYKABURATEN/NDTA (1)

e (2

RENCANA DISHIS DAN ANGGARAM
ANGGARAN PEMBIAYASN TAHUN ANSGARAN — . {3}

Urgin I surmiah {Rp}

1.4}

2_15} 3.8

FEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAY AAN

_ PengEnssn Sk Labih Perhlnungzn ARgzai (Siea) Tahun Anggarn Sebalummya

Ivastasi
Dst
" —r— e
ost
turnkah
[ — N ¢ |
Pemimpin Badan Layanan Umism Daerah
()
{nama iengiap)

Format RBA belanja per kegiatan

-

FENERINTAH PROVINSLADUPATEN/AOTA (1)

currrrmme e ¥}

FENCAAN RENCAMA MM DAN AMGEARAN
ANGGARAN BELAMIA PES KEFRATAN TR ANGGARAN —. {3)

| Prograen | e{l)
[ tegivean P |
| Selb geghoan S ]
Swmber Dana . |
smdiicovor & Tolik o Kinerin Delags Kagodtan B0

ncHkator Tolmk Ul - Torpes Kinasis _. £51)
| Capwin Program
| Masylan
[ Kwluawan

Sasaran o

AOMCIAS RENCANE SN DAN ANGGEARAN PER SUB KEGLATAN
ANCIAN PERMITUNGEN _ (13)
KODE REKFMING . [17) URAKN .. [12) RIVELAN — |24} Rp)
) VOUm SATULN HARGA SATUAN |
1 2 2 + s &

Milal Ambang Batas sobasar Rp—.. {15}

- W T )
Pumimpin Sadan LaRnn Umum Dearah

fwd}

frams lengiap)
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Format Ringkasan RBA (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan)

PEMERINTAH PROVINSHXABUPATEN/XOTA (1)

RINGKASAN RENCANA BISHIS DAN ANGGARAN

PENDAPATAN BELANIA DAN PEMBIATAAN TAHUN ANGGARAN ... {3)
Ko Uraian Jumlah (Rp)
1.{4) 2.05) 3.46
PENDAPATAN
Jasa Layanan
Hibah
Hasil Keriasama
APBD
Lain-lain Pendapatan BLJD Yang Sah
Jumhkah
BELANIA
BELANIA DPERASI
Beknja Pegawei
_ Belanja Borang dan Jasa
Balanja Bunga
Belanga Lain-lain
sumlah
BELANIA MODAL
Belanjs Tanah
{ ‘Belanja Peratatan den Mesin
Belanja Gedung dun Bangunan
Belanja Jalan, Ingasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnys
Jumlah
SURPLUS/DEFISIT
PEMBIAYAAN
PEMEANNTAN PROVINE/EAUPKTENSSSTE (1)
RMGRASAN RENCANA BN DAN ANGGARAN
PENDRRATAM SELARIA AN SENATAAN TARLN ANBIARAN ... {1}
™3 [T "% roninh (W}
T8 745y 3
DPENERIVAAN PEMIHAYALN
Penggunasn Sas Laibih Parhiusgss Angpanen KL Tavian Anggaran Sabalunmys
e
Banarixnan LU/ PMaran
ixamiah
PERGELLMAAN PEMEWMTANN
L
PEmbayeran Pokok Liteng/Pinjaman
omiah
_ Pumbisynen Metto
s Lot g Pemdsioynan Angparn Talwan Sevhenast |TRPALSERA)
st Anbang Sutes sabias Rp..... {7) SRR . S . |
Pamimgin fadan Layanas Uraum Saersh
(]
oy fargionp)
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Format Rincian Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan

PEMERINTAH PROVINSYKABUPATEN/XOTA (1)
___________________________________ -{2)
RINCIAN RENCANA SISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANIA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN __ (3)

PEMERINTAH PROVINSUKABUPATEN/KOTA (1)
e e S S
RINCIAN RENCANA SISNIS DAN ANGEARAN
PENDAPATAN BELANIA DAN FEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN . [3)

No

Uraizn Jumiah {(Rp)

2.5 3._.(8

b .

L. .-

Dst

Beiznja Peralstan dan Mesin

b

il

Dst

Belanja Gedung dan Bzngunan

[ e

b

L

Dst

Belznja Jalzn, Irigasi dan Jaringan
-

b

dst

Beianja Aset Tetap Lainnya

b. ..

£

dst

Belanja Aset Lainnyz

b. .

e

dst

lumish

Surplus (oefisit)

PEMBIAYARN

PENERIMAAN PEMEIATAAN

PENZEUN33N 5is3 Lebih Perhitungan Anggarsn (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelurmnyz

Divestasi

Penarimaan Utang/Finjaman

Jumiah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investasi

bayaran Pokok Utang/Pinjaman

jumizh

Pembiayzan Natto

ran Tahun Berkenazn {SiLPA/SIKRA]

Sis3 Lebih/Kurang

Nilsi ambang Batas sebesar rp__ (7] BN . S |

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
(rd)

{nama lengkap)

26




TABEL 2. FORMAT RKA PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH Formullr
RKA-PENDAPATAN SKPD
Pemerintahan Kat. Pamekasan Tahun Anggaran ...
Organisasi © — oo
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Mk Rincian Perhitungan =
Wk aaiid an Volume 7 Satuan | Tarnl | Harga Bp)
PENDAPAT AN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH [PAD)
Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan BLUD
Pendapatan BLUD dasi Jasa Laganan
Jumlah Pendapatan
ab. Pamekasan,
Kepala Puskesmas
Fembahasan
Tanggal
Catatan
1
Z
Dt
Tim Anggaran P rintahan Daerah
No Nama NP Jabatan Tanda
Tangan |
3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH REKAPITULASI RKA-
BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Pamekasan Tahun Anggaran ...
{Organisasi
Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan
Jumiah
- Tahun N Tahun +1
Kode Uraian sumbsar Bana Lokasd | B P Y
Modal | yerduga Transter
Jumiah
Kab Pamekasan, e
Kepala Puskesmas Palengaan
HIP.




RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Pamekasan Tahun Anggaran ......

Formulir
RKA-PEMBIAYAAN SKPD

DOrganisasi
Rincian Anggaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
m ) Uraian Jumiah (Rp)
PEMEBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIATAAN
Pembiag
Pembiay. Netto
Kab. Pamekasan,______
Kepala Puskesmas
Pembahasan
| Tanggal
Catatan
1
2
Dst
Tim Anggaran Pemesintahan Daers
o Mama NiP Jabatan Tanda
Tangan
1
2
3
4
5
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TABEL 3. FORMAT DPA PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN

Nomgor DPA
Urusan F

Bidang Urusan

Kegan

Urit

Alokasi Tahun - 1
Alokasi Tahun
Alokasi Tahun + 1

indikator dan Teiok Ukur Kinerja Kegiaian

Indikator Tolok Ukur Kinefja Target Kinega
Capaian Kegiatan

Hasil

Sub Kegiatan
Sumber Pendanaan
Lokas

Keiuaran Sub

Wakiu F

Kode Rekeni Uraia Rincian Perhitungan
g o Koefisen | Volume | Satuan Harga PPN Jumizh {Rp)

Kode Rekening Uraian s | Volune 5 Harga T Jumiah (Rp)

Jumiah Anggaran Sub Kegiatan

Rencana Realisasi Belanja per Bulan *) Pamekasan, —...w-.

Januari Kepala SKPD

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah
NP Jabatan Tanda Tangan

wlrl| F EM_.
]

29




TABEL 4. FORMAT LAPORAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAPORAN REALISAS| ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

ANGGARAN REALISAS] _ REALISAS]
o i 20x1 20x1 ) 20%0
1 |PENDAPATAN
2 Pend an jasa layanan oK X0 xx XK
3 Pendapatan hibah 00K xxx xx oo
s Pendap hasil kerja sama XK 00K xx o
H] Pendapatan APBD X oo xx XK
& Lain-Lain Pendapatan BLUD yangsah X XXX % xxK
7 |Jumish Pendapatan {2 s.d 5] XXX XXX XX XXX
g
s |BELANJA
10 |BELANJA OPERASI
11 |Belanjs Pegawai XX o0 XX X
12 Belanja Barang dan Jasa MK 300K XK 000
13 Bunga K 00K xx XX
12 8alanja Lain-ain 00 XXX xx 00X
35 |Jumlah Belania Operasi [11 s.d 14] XXX xxx xx xxx
16
17 |BELANJA MODAL
18 Belanja Modal Tanah 300 300 o K
19 Belanja Modal Fearalatan dan Mesin K e x XX
20 Belanja Modal Gedung dan Bangunan X XX o oK
21 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan laringan 0K heed xx oK
22 Belanja Modzl Aset Tetap Lainnya 200K 0L a o
23 Belanja Modal Aset Lainnya xxx 0K xx o
24 |Belanja Modal Jumlah Belanja Modal {8sd 2] XXX XXX XX XXX
25 |Jumiah Belanja [19+24) XXX XXX xx XXX
26
27 |SURPLUS!T DEFISIT XxX XXX xx XXX
28 |PEMBIAYAAN
29 |PENERIMAAN
30 |PENERIMAAN PEMBIATAAN
31 s:lpa Tahun Sebelumnya X WO, xx K
32 |Divestasi xxx xxx xx xxx
33 |Penenmaan Ulang! Pinjaman wax o xx xan
32 |Jumiah Peneri » Pembiayaan (31 5.d 33) XXX XXX XX XXX
35
3¢ |JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN XXX XXX XX XXX
37
32 |PENGELUARAN XXX xxx xx XXX
35 |PENGELUARAN PEMBIAYAAN xxx XXX xx xXX
40 [Investasi 00X oo xx oo
21 |Pembayaran Pokok Ltang! Finjaman x o x o
22 |Jumlah Penerimaan Pembiayaan (40 s.d 4 XXX XXX xx XXX
43
22 |JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN XXX XXX xX XXX
25 |PEMBIAYAANNETTO XXX xxx XX XXX
25 sa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun XXX xxx xx xxx

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

NO URAIAN 20X1 20X0
1 Saldo Anggaran Lebih Awal XXX XXX
2 Penggunaan SAL (xxx) {xxx)
3 Subtotal (1-2) XXX XXX
= Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA) XXX XXX
5 Subtotal (3+4) XXX XXX
6 Koreksi kesalahan Pembukan Tahun Sebelumnya XXX XXX
7 Lain - Lain XXX XXX
8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7) XXX XXX
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LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

NO URAIAN 20X1 20X0
1 |Arus Kas darl Aktivitas Operasional
2 |Arus Masuk Kas
e Pendapatan Jasa Layanan 0K P
4 Pendapatan Hibah 200( WOUX
5 Pendapatan Hasil Kerja Sama 200¢ 200K
[ Pendapatan APBD 00C WX
7 Lain- Lain Pendapatan BLUD yang sah 300K WO
8 Jumiah Arus Masuk Kas (35.d7) MUK 200K
S |Arus Keluar kas
10 |Pembayaran Pegawai Py WK
11 |Pembayaran Barang dan Jasa 300( 300
12 |Pembayaran Bunga 00¢ 00X
13 |Pembayaran Belanja Lain-ain 200¢ W0UX
14 [Jumiah Arus Keluar Kas (10 s.d 13) 200X 200X
15 |Arus Kas Bersih darl Aktivitas Operasl (8-14) 200X 300X
16 |Arus Kas dari Aktivitas Investas]
17 |Arus Masuk Kas
18 |Penjualan Atas Tanah 200¢ Xx%
19 |[Penjualan Atas Peralatan dan Mesin 200¢ WK
20 |T-"enjualan Atas Gedung dan Bangunan 200K 00X
21 |Penjualan Atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan 300K 300X
22 |Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya 00K 300X
23 |3enjualan Atas Aset Lainnya 200C 200X
24 |Penerimaan dari Divestasi 200¢ 00X
25 |Penerimaan Penjualan Investasi 200( WX
26 |Jumiah Arus Masuk Kas (18 s.d 25) 2XX XXX
27 |Arus Keluar Kas
28 |Perolehan Tanah 00K 00K
29 |Perolehan Peralatan dan Mesin 300K 300K
30 |Perolehan Gedung dan Bangunan 200K 200X
31 |Perolehanlalan, Irigasi, danlJaringan 00K 20K
32 |T?erolehan AsetTewap Lainnya 3000 WX
33 |Perolehan AsetLainnya 300K 200X
34 |Pengeluaran Penyertaan Modal 200¢ 300K
35 |Pengeluaran Pembelianinvestasi 200K WU
36 |Jumiah Arus Keluar Kas (28 s.d 35) 300X 200X
37 |Arus Kas Bersih darl Aktivitas Investasl [26-36) 200 20X
38 |Arus Kas darl Alelvitas Pendanaan
35 |Arus Masuk Kas
40 |Penerimaan Pinjaman 20X 200X
41 |Divestasi 200K 200X
42 |lumiah Arus Masuk Kas (40 s.d 41) 200X AN
42 |Arus Keluar Kas
44 |Pembayaran Pokok Pinjaman 200K 200X
45 |investasi 200¢ AKX
46 |Jumiah Arus Keluar Kas (44 s.d 45) 200X 2WUX
47 |Arus Kas Berslh darl Aktivitas Pendanaan (42-46) 200( 200K
48 |Arus Kas dari Aktivitas Transitork
49 |Arus Masuk Kas
50 |Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 200K XXX
51 |Jumiah Arus Masuk Kas (50) 00X 200K
52 |Arus Keluar Kas
53 |Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2000 XXX
54 |[Jumiah Arus Keluar kas (53) 200 W00
55 |Arus Kas Bersih dar IAktivitas Transitoris (51-53) 00K 00K
56 |Kenalkan / Penurunan Kas BLUD [15+37+47+55) 00X WX
57 |Saldo Awal Kas Setara kas BLUD 00K 00
58 |Saldo Akhir Kas Setara kas BLUD (56+57) 00X 200X

31




LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO URAIAN 0x1 | 20x0 | Kenaikan/ (%)
Penurunan
KEGIATAN OPERASIONAL
1 PENDAPATAN
2 Pendapatan Jasa Layanan AXX XXX XXX XXX
3 Pendapatan Hibah XXX XXX XXX XXX
4 Pendapatan Hasil Kerja Sama XXX AAX XXX AXX
5 Pendapatan APBD XXX XXX XXX XXX
6 Lain - Lain Pendapatan BLUD yang sah XXX XXX XXX XXX
7 JUMLAH PENDAPATAN (25.d 6) XXX XXX 200X XXX
8
9 BEBAN XXX XXX XXX XXX
10 Beban Pegawai xAX XX AXX XXX
11 Beban Barang dan Jasa XXX XXX XXX XXX
12 Beban Bunga XXX XXX XXX XXX
13 Beban Penyisihan Piutang XXX XXX XXX XXX
14 Beban penyusutan dan Amortisasi XXX XXX XXX XXX
15 Beban Lain - lain HAX XAX XXX XXX
16 |JUMLAH BEBAN (10s.d 15) XXX XXX XXX XXX
17
18  |Surplus / Defisit Operasional (7-16) XXX XXX XXX XXX
19
20 |KEGIATAN NON OPERASIONAL
21 [Surplus / Defisit Penjualan Aset Nonlancar XXX XXX XXX XXX
22 {Kerugian) Penurunan Nilai Aset XXX XXX XXX XXX
23 Surplus / Defisit dari Kegaiatan Non Operasional Lainnya XXX X%X XXX XXX
24 |JUMLAH SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON PERASIONAL (21 s.d 23) NXX XXX XN XXX
25 SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (18+24) XXX XXX 200K XXX
26
27  |POS LUAR BIASA
28 Penadapatan Luar Biasa XXX XXX XXX XXX
29 Beban Luar Biasa XXX XXX XXX XXX
30 JUMLAH POS LUAR BIASA 928 s.d 29) XXX XXX XXX XXX
31  |SURPLUS / DEFISIT (25+30) XXX XHX UK XHK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO URAIAN 20X1 20X0
1 EKUITAS AWAL XXX XXX
2 SURPLUS / DEFISIT - LO XXX XXX
3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR XXX XXX
- KOREKSI NILAI PERSEDIAAN XXX XXX
5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX XXX
6 LAIN - LAIN XXX XXX
7 EKUITAS AKHIR XXX XXX
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NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

NO URAIAN 20X1 20%0
F ASET
2
3 ASET LANCAR
4 Kas di Kas BLUD
5 Kas di Bendahara Penerimaan BLUD SOOC 200X
6 Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD 200¢ HOCK
7 Kas Lainnya Setara Kas e 30K 3
8 Investasi Jangka Pendek W00 200K
E) Piutang dari Kegiatan Operasional 00K KK
10 Piutang dari Non Kegiatan Operasional IO 00X
11 Penyisihan Piutang Jangka Pendek Tidak Tertagih ] (o)
i2 Belanja dibayar dimuka 200K 2O
i3 Uang Muka Belanja OO 206X
14 Persediaan 00 20K XK
15 Jumiah Aset Lancar (4s/d 14) 20K WO
16
¥ INVESTASI JANGKA PANJANG 200K 200X
18 Investasi Jangka Panjang Permanen 300 20X
19 Investasi Jangka Panjang Non Permanen — ——
20 Jumiah Investasi Jangka panjang (18s.d 19) WOEK 30K
21
22 ASET TETAP 200K 200X
23 Tanah 200K 300X
24 Gedung dan Bangunan 200K 20 5%
25 Peralatan dan Mesin 200K 200X
26 dalan, Irigasi danJaringan HOOK 200X
27 Aset Tetap Lainnya 2000 200
28 Kontruksi dalam Pengerjaan HOOC 20 %
25 Akumulasi Penyusutan bood) Doox)
30 = h aset Tetap (23 s.d 29) 200X 3003
31
32 PIUTANG JANGKA PANJANG SO0 200 %
33 Tagihan Penjualan Angsuran 00¢ 200 %
34 Tagihan Tauntutan Ganti Rugi 000 200X
ES Penyisihan Piutang Jangka Panjang Tidak Tertagih 300¢ 200X
36 Jumiah Plutang langka Panjang (33 s.d 36) 200X 00K
37
38 ASET LAINNYA OO 200X
29 Kemitraan dengan Pihak Ketiga H0OC 30¢ X
40 Dana Kelolaan 200 200X
41 Asetyang dibatasi Penggunanya 200¢ WK
42 Aset Tidak Berwuiud OO 200
43 Aset Lain-Lain 200< 2003
S Akumulasi Amortisasi 200¢ 30C X
45 Jumiah Aset Lainnya (39 s.d 449) 200X 200K
46
47 JUMLAH ASET (15+20+30+36+45) 300X 200X
48
45 KEWARBAN
S0 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
51 Utang Usaha OO SO0
52 Utang Pihak ketiga SOOC 20 X
53 Utang Pajak 200K 200 %
54 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 200C 20X
S5 Belanja yang masih harus dibayar 3OO¢ 30K X
56 Pendapatan diterima dimuka 200¢ 20K
57 Utang langka Pendek Lainnya 200X 200X
58 Jumiah Kewaljiban Jangka Pendek (51 s.d 57) 200K 200%
59
&0 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
61 Utang Jangka Panjang 300¢ 0%
&2 Jumiah Kewajiban Jangka Panjang (61) 20N 300K
63 JUMLAH KEWAUJIBAN (58+62) MK 200X
&4
65 EKUITAS
&6 Ekuitas 200¢ 00K
67 JUMLAH EKUITAS (66) 200 300X
&8
69 JUMLAH KEWAJIBAN DAN KUITAS (63+67) 300X 200X
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